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PERATURAN REKTOR UNTVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR: 6059 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
REKTOR UI{IVERSITAS NEGERI PADANG

a. Bahwa untuk memenuhi salah satu tridharma peiguruan
tinggi dosen wajib melakukan penelitian;

b. Bahwa perlu pengaturan tentang penyelenggaraan penelitian
yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Universitas Negeri Padang;

c. Bahu'a berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu
ditetapkan peraturan rektor tentang Penyelenggaraan
Penelitian oleh dosen Universitas Negeri Padang.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun
2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi ;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l7 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23;

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2OlO tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2O 18 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2018 tentang Rencana lnduk Riset Nasional (RIRN) Tahun
2017 -2045;

h. Permenkeu Repubtik Indonesia Nomor 32/PMKO2l2Ol8
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaral 2019;

i. Permenkeu Republik Indonesia Nomor 69/PMKO2l2OlA
tentang Standar Bia1.a Keluaran Tahun Anggaran 2019;

j. Permenristekdikti Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelrtian.
k. Permenristekdikti Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi

Jurnal lmiah;
l. Permenristekdikti Nomor 67 tahun 2016 tentang Statuta

Universitas Negeri Padang;
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m Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman
pembentukan Komite Penilai dan/atau Reviewer dan Tata
Cara Pelaksanaan Penilaiarr Penelitian dengan Menggunakan
Standar Biaya Luaran;
Permenristekdilrti Nomor 44 tahun 2015 tentant. Standar
Nasional Perguruan Tinggi;

Permenristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata kerja Universitas Negeri Padang;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun
2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2321U 12000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dall Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Peraturan Di{en Penbendaharaan Nomor 75lPB/2017
tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian
Berbasis Standar Biaya Luaran Penelitian;

Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang No:I1 tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Padang No.09 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir
Mahasiswa di Universitas Negeri Padang.

a. Hasil rapat Majelis Pertimbangan Universitas tanggal 21

Agustus 2018 tentang penyelenggaraan penelitian;
b. Persetujuan rapat senat universitas tanggal 21 Desember

20 18 tentang penyelenggaraan penelitian.

MEMUTUSKAN:

S

Memperhatikan

Menetapkan PERATURAI{ R"EKTOR TEITTANG PENYELEI{GGARAAN
PENELITIAN

BAB I
XETENTUAIT T'IIUU

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang, yang selanjutnya disebut UNP, adalah perguruan

tinggi yang menyelenggarakan tridhama perguruan tinggi meliputi: pendidikan

dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada rnasyarakat.

2. Rektor adalah Rektor UNP.

3. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan

penyusunan peraturan dan prosedur operasional UNP.
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4. lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut

LP2M adalah lembaga yang ditugasi untuk mengelola penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembukiian kebenaran atau ketidakbenaran

suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau

teknologi.

6. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan teknis yang diberikan kepada

dosen UNP.

7. Dalam pelaksanaan tugas penelitian Ketua LP2M dibantu oleh Kepala Pusat

Penelitian.

BAB II
PEMTELENGGARAAN PENELITIAN

Pasel 2
Sosialisasi Peaelitian

2

Sosialisasi peraturan dan panduan penelitian dilaksanakan oleh LP2M.

Peserta sosialisasi adalah semua dosen tetap UNP yzrng mempunyai Nomor

lnduk Dosen Nasional (NIDN).

Pasal 3
Binblngan Teknis

Bimtek terdiri dari bimtek penelaah, bimtek penyempurnaan proposal, dan

bimtek luaran penelitian.

Bimtek penelaah bertujuan untuk peningkatan p€mahaman penelaah terhadap

tugas-tugas telaah proposal, laporan penelitian, dan luaran penelitian.

Bimtek penyempurnaan proposal penelitian bertujuan agar proposal penelitian

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direhtorat Riset dan Perrgabdian

Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti, UNP, atau pihak penyandang dana

penelitian lainnya.

Bimtek luaran penelitian bertujuan agar luaran penelitian yang ditargetkan oleh

peneliti dapat direalisasikan.

Peserta bimtek adalah semua dosen atau peneliti UNP yang telah memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.
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Skema penelitian dapat berasal dari: DRPM Kemenristekdikti, UNP, dan skema

penelitian lainnya yang sah.

Sumber dana penelitian dapat berasal dari anggaran DRPM, BLU UNP, dana peneliti

sendiri (penelitian mandiri), dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan

tidak mengikat.

Skema penelitian yang didanai dari dana BLU serta lama penelitiaa diatur dalam

Panduan Penelitian UNP yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

LP2M diberi kewenargan untuk melakukal pengawdsal dan pembinaan dalam

pengelolaan pendanaan.

LP2M diberi kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan penelitian yang

bersifat kompetisi, penelitian penugasan untuk penelitian yang bersifat khusus, dan

penelitian mandiri.

Pasal 5
Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul

Proposal penelitian diajukan kepada ketua LP2M dan/atau lembaga donor/sponsor

untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan.

LP2M mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal penelitian.

Ketua peneliti adalah dosen tetap UNP yang mempun;rai NIDN.

Proposal penelitian dapat diajukan melalui pusat kajian-pusat kajian.

Pasal 6
Proses Penilaian Proposal Penelitial

Proposal penelitial yang diajukan oleh dosen dinilai oleh tim penelaah yang

dibentuk oleh LP2M, baik proposal yang didanai oleh DRPM, BLU UNP, dana

peneliti sendiri, maupun sumber dana lain.

Proposal Penelitian terlebih dahulu diverifikasi oleh tim LP2M sebelum

diteruskan kepada tim penelaah internal dan etstemal.

Penilaian proposal penelitian rnengacu kepada Panduap Penelitian yang ditetapkan

oleh DRPM atau UNP.

Hasil penilaian proposal penelitian diumumkan secara terbuka.

Pasal 4
Skema dan Pendanaar

Pasal 7
Penelaah
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1. Penelaah internal direkrut dan diseleksi oleh LP2M sesuai bidang keilmuannya. 4



2. Penelaah internal ditetapkan berdasarkan surat keputusan Rektor dengan masa

tugas I (satu) talun.

3. Rekrutmen Penelaah Internal dilakukan sesuai persyaratan dari DRPM

Kemenristekdikti.

4. Penelaah eksternal adalah penelaah bersertifikasi yang ditetapkan oleh DRPM.

5. Penelaah wajib memiliki dan menjunjung kode etik penelaah.

Pasal 8
Penetapan Pemeuaag daa Kontrak Penelltlar

1. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh DRPM ditetapkan oleh DRPM.

2. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh UNP dan didanai secara

mandiri diusulkan oleh LP2M dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

3. Kontrak penelitian dengan ketua peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

4. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kontrak penelitian yang

sudah ditandatangani.

Pasal 9
Penyele nggaraan dan Pengelolaal Penelltign

l. Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin penelitian dari ketua LP2M dan

pihak terkait.

2. Jangka waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kontrak penelitian,

kecuali untuk penelitian mandiri.

3. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh LP2M yang mencakup: penyusunan renstra

penelitian, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program,

monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

4. Penyelenggaraan penelitian oleh pusat kajian harus mendapat persetujuan dari

LP2M.

Paeal lO
Mordtorlng den Evaluasl Penelltlan

1. LP2M UNP wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui
ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian.

2. Penyelenggaraan monev penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh
LP2M.

3. LP2M berkoordinasi dengan pihak fakultas dan pihak terkait dalam melaksanakan
monev.

4. Monev kegiatan penelitian melibatkan tim penelaah.

5. Ketua peneliti wajib hadir pada saat monev dilakukan 5
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6. Monev dilakukan secara berkelanjutan, berencana dan bertahap, seiring dengan

langkah-langkah pengelolaan penelitian, dan hasilnya digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi pengembangan program penelitian selanjutnya.

7. Hasil pelaksanaan monev internal dilaporkan oleh Ketua LP2M kepada Rektor UNP

melalui Wakil Rektor I.

Pasal 11
LuaraD PeEelitlan

Luaran penelitian dapat berbentuk: artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran

lain (buku ajar/ buku teks ber-lSBN, model, prototgpe, desain, karya seni, rekayasa

sosial, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, dan kebUakan).

Artikel yarrg dipublikasikan pada prosiding dalam seminar internasional terindeks

scopus/ nreb of science, atau jumal nasional ber-lSSN, atau jurnal nasiona,l

teral<reditasi, atau jurnal internasional atau jumal internasional bereputasi harus
disesuaikan dengan skema penelitian yang diikuti.

Peneliti rvajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam

proposal penelitian.

LP2M melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran h€.sil penelitian

melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, luaran penelitian lainnya, seminar

hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 12
Pelaporan dan Pertanggungiawabatr Peaelitian

1. Peneliti wajib membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana.

2. Setiap laporan penelitian harus mendapatkan pengesahan oleh Ketua LP2M.

3. Setiap peneliti wajib mengisi Surat Pernyataan.Tanggungia*'ab Belanja (SPTJB).

4. Untuk pertanggungjawaban penelitian, peneliti wajib. mengunggah laporan hasil

penelitian ke akun slalltabna,s untuk pendanaan dari DRPM dan ke akun

sim.lp2m.unp.ac.ld untuk pendanaan dari UNP, atau ke akun penyandang dana

lainnya.

5. Laporan akhir penelitian yang diserahkan telah diperbaiki sesuai saran penelaah

dalam seminar hasil.

Pasal 13
Penghargaan daD Sanhsl

Penghargaan diberikan kepada dosen yang berprestasi di bidang penelitian sesuai

dengan aturan yang berlaku.

Pemberian penghargaan dilakukan I (satu) kali dalam satu tahun akademik. 6
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3. Rnctapaa pembcrlan pcngheryaen dflqltranqLnn oleh tlm yeng dibcntuk o&h

LPZIM dan ditctapken okh Rddo.
4. Bcrerar nilai pcogtargaaa ditctapkan bcrdasarbr surat kcputrsan Rcktof.

5. Placliti dlttr!.ken rerrl..i 6psbila tffak mcmatuhi bdtral( yeng erdeh

dftandatargEni

6. Ketcflhrar rrLnir tcotang ecntrel pcoclitlaa diatur delam bul(r ponduan penelitlan.

7. scbclum Earrkd dtjatuhkatr pcacliti a&En ditcgur olch Ketua LPrIM Inclalui lurat
ESUfatr.

8. K€lehn pcnelitiea dapa.t rllhcatllon $bcfuE watturya aHtet leleh setu dert (e,

kclcldan m"elltsi pl Utulci Eclelnlkea duplikari pcodanaaa pcndflnla; O
Ecogulutkan kembafi pcncllden yaDg rcl.h didenai scbclumrrra, daa (dl ncJakukan

dndaten olagiat

9. rfpabila ecdatan pcaelltian {iftqltllten sbelult rakua],a sepcrd ,llmaPrud @a
poin (81, molo fofip pcnctiti ymg bcrserghtan tidak dipcrlmankan
rnetgu*rlkan pcoditirm clame 2 (du4 tahun bcrturut-turut dan dirajibron
rtr€ntee,tEl .r.n dana peadttian kc kas ncgara-

BAB III
PIIIIT{'P

Prrt 14

l. RtatuteD Rcldd tcota[g pcayeleagEEraea pcaelitbn ini mca]rdl $wa dobm
pcn:relcngaraan mua tcglatan pcnefdan & dm l,rlfP.

2. Scmua ketenhrarl htetrg pcnyckoggaraan pcnditian yang dibcrlakukan slama ini
dt UNP dinyahhan tidqL balEku lagl peda oaat nraturan Rdm hi ditetapkan.

3. Kctcnhran tcLnir htang pcrycLoggaram pcoditian dlehrr lebtrh lanjut dalam bufnt

paaAuan pcoaruaa Uff.
4. kdufan td mukd bcrlaku *jek r-gEFl dtctaphr dar spabile dilcrudian hari

trrdapa:t kdrrlirucr altcn {ftft6fu dco dipcrtafti *begatmana rrlcrdnya

Ixtetapken di Fadang
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Tembusan:
1. Menristekdikti Rl di Jakarta
2. Di{en Dikti Kemenristekdikti di Jakarta
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta
4. Wakil Rektor I, II, III dan IV UNP
5. Dekan Fakultas selingkungan UNP
6. Direktur Program Pascasarjana UNP
7. Ketua kmbaga seligkungan UNP
8. Kepala Biro selingkungan UNP
9. Ketua Jurusan/ Koordinator program studi selingkungan UNP
10. Ketua Unit Pelaksana Teknis selingkungan UNP
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